Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tenegah pasca
tragedi 11 September 2001 dan dampaknya terhadap prosp

demokratisasi: Studi kasus Arab Saudi

Atep Abdurofiq, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=93490& | okasi=|okal

Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama politik luar negeri Amerika.
Segjauh ini, Amerika memandang Arab Saudi sebagai salah satu sekutu strategisnya di Timur Tengah.
Amerikatelah menjalin kerjasama cukup lama dengan Arab Saudi, negara penghasil serta pemilik cadangan
minyak terbesar di dunia. Sehingga keberadaannya ini menempati posisi sentral dalam kebijakan luar negeri
Amerikadi Timur Tengah.

Hubungan kedua negara ini merupakan hubungan ketergantungan. Amerika sangat membutuhkan pasokan
minyak Saudi untuk pertumbuhan industrinya, sedang pada sisi lain Arab Saudi sangat tergantung pada
keterlibatan Amerika dalam bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan. Sebelumnya meskipun Arab Saudi
negara monarki, Amerikatidak mempersoalkan sistem politik Arab Saudi yang tidak mempraktikkan nilai-
nilai demokrasi. Bagi Amerika selain menjaga hubungan dengan keluarga kerajaan yang telah dibangun
sgjak tahun 1930-an, alasan minyak karena kapasitas produksi harian Arab Saudi mampu menggoyang atau
mengamankan pasar minyak global juga karena pertaruhan politiknya terlalu besar jikarezirn Saudi runtuh.
Bilahal ini terjadi maka pengganti alternatif di luar keluarga Al-Saud adalah para penantang hegemoni
Amerika, terutama Al Qaeda. Disini, nampak bahwa kepentingan Amerika mempertahankan kerajaan, selain
faktor ekonomi jugafaktor politik.

Namun dasar hubungan Amerika dengan negara-negara Arab umumnya dan Arab Saudi pada khususnya
berubah secara mendasar setelah tragedi 11 September 2001 yang menghancurkan menara kembar World
Trade Center di New Y ork dan gedung Pentagon di washington, di mana 15 dari 19 tersangka pelaku tindak
terorisme itu adalah berwarganegara Arab Saudi. Amerika berusaha mengubah infrastruktur tatanan sosial
bangsa Arab yang dianggap sebagai sumber bagi |ahirnya radikalisme dan terorisme. Sehingga prioritas
utama kebijakan politik Amerika di kawasan Arab saat ini adalah upaya mensosialisasikan dan menerapkan
demokrasi di kawasan tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang baru terjadi dalam sgjarah hubungan
Amerika-Arab Saudi.

Bahkan pada 6 November 2003, Presiden Amerika George Walker Bush secara terbuka mendesak Saudi dan
Mesir menerapkan demokrasi. Di Timur Tengah sendiri, banyak pihak yang setuju dengan seruan Bush
untuk lebih mengembangkan demokrasi. Bahkan di Arab Saudi tuntutan perubahan pun muncul tidak hanya
dari oposisi moderat namun juga datang dari oposisi garis keras yang menentang sikap kergjaan dan anti
Amerika sehingga melancarkan aksi terorisme yang menyerang berbagai kepentingan Amerikadi Arab
Saudi. Namun, seruan untuk mendukung gagasan Bush itu juga ditanggapi dengan dingin sebagai akibat
sikap Amerikayang lebih berpihak pada Israel dan keputusan Amerika mengobarkan perang di Irak.
Akibatnya gelombang oposisi kian meningkat sebagai prates terhadap kebijakan Amerika. Kedua Persoalan,
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kebijakan Amerika dan oposisi anti Amerika, ini merupakan rintangan utama bagi keinginan untuk
menjadikan Timur Tengah sebagal kawasan yang iebih demokratis.

Desakan reformasi Amerika juga temyata berpengaruh pada kebijakan dalam negeri Arab Saudi buktinya
pihak kergjaan telah mengumumkan akan melakukan pemilu nasional dalam waktu dekat untuk memilih
wakil rakyat setelah sebelumnya menyetujui pembentukan komite hak asasi manusia nonpemerintah.
Persetujuan Arab Saudi atas pembentukan komite hak asasi manusia tersebut adalah suatu perubahan sikap
dart perseps atasisu hak asasi manusiaitu sendiri. Sebelum ini, Arab Saudi memandang ada sejumlah
prinsipprinsip hak asasi manusia yang diakui dunia saat ini tidak sinkron dengan gjaran Islam, sedangkan
pemilu merupakan sebuah proses politik bersgjarah bagi Saudi karena untuk pertamakalinya dilaksanakan
sgjak negaraini didirikan.

Namun belum jelas apakah pemilu ini akan independen dan akan menciptakan parlemen yang berfungsi
mengontrol pemerintah sebagaimana lazimnya demokrasi Ataukah, sekadar bentuk lain dari Dewar' Syura
yang tidak memiliki kekuasaan, kecuali hanya sekadar memberi masukan kepada pemerintah. Nampaknya
walaupun berjalan dengan lamban namun perubahan sedikit demi sedikit sedang terjadi dan terus bergulir di
kergjaan Saudi ini.

<hr><i>The Middle East is the main focus of The United States Foreign Policies. Y et, the US government
saw Saudi Arabia astheir strategic ally in the Middle East. They have been having good cooperation with
Saudi Arabia, the biggest oil producer and the owner of the largest number of oil reserves, for years. This
strategic condition has put Saudi Arabiain the center of the US foreign affairs policies in the Middle East.

The relationship between these two countries is considered as a dependent connection. The US needs Saudi
Arabiato supply them oil for their industry, while Saudi is very dependent on the US involvement in its
economy, defense and security. The US does not want to bother the Saudi Arabia's System of Monarchy,
even though it is against the values of democracy. For the US, besides keeping a good relation since 1930's
with Saudi which itsdaily oil production is very powerful to the global market they cannot take the great
risk they might encounter if the Saudi regime is collapsed. If it happened, Saudi would possibly be ruled by
those who are against the US hegemony, especially Al Qaeda. This shows that the US interests are not only
economic but also politics.

But generally, the basic form of relationship between the US government and the Arabic countries -
especially Saudi Arabia- has changed fundamentally after the 911 incident. The US government istrying to
revolutionize the socia structure of the Arabian that they consider to be the cause of all radicalism and
terrorism. Thus, the most recent priority of the US policiesin the Middle East isto socialize-and apply
democracy there. Thisisanew thing in the US-Saudi Arabia mutual aid.

On the 6th of November 2003, George W. Bush, moreover, openly forces Saudi Arabiaand Egypt to apply
the democracy system in their countries. In fact, in the Middle East, many have agreed with Bush to develop
democracy in the area. Even in Saudi Arabia, the demand of changes comes not only from the moderate
opposition but also from the radical opponent that protests the Royal attitude and anti-US movements. But
the call to approve Bush ideais responded negatively as well, due to the US taking sides Israel and their



decision to trigger war in Irag. Thisincreases the opposition action to protest the US policies. The two
problems, the US policies and anti-US movement, can be the real factor to obscure the Middle East becomes
amore democratic area.

The US reformation pressure has al so influenced the Saudis domestic policies. The Saudi Arabia Royal have
announced their willing to run the national election immediately to select their representatives after agreeing
the formation of a non government commission for human rights. The Saudi's agreeing the formation of the
commission shows attitude and perception changes in viewing human right issues. Prior to that, Saudi
perceives some human rights values are not synchronous to Islamic teachings, whereas the election isavery
momentous political processto Saudi because it will be the first time ever in Saudi.

But it is still uncertain whether the election will be real independent and result in a parliament that controls
government, or just adifferent form of "Diwan Syura' that has no authority but to give the government
advices. It seemsthat even though it runs slowly but the changes will gradually occur in this Kingdom of
Saudi Arabia.</i>



